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ABSTRAK

CATATAN

bahwa untuk menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah serta meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum
pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan Peraturan
Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan yang mengikat seluruh pejabat atau pihak terkait
dalam pengelolaan keuangan daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 45
Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15
Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 23
Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No.55
Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 tahun 2005; PP No. 79
Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50
Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2
Tahun 2012; PP No. 7 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17
Tahun 2007; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri
No. 31 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2004.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
meliputi Ketentuan Umum yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perda ini;
Ruang Lingkup; Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah; Azas Umum dan Struktur APBD; Penyusunan Rancangan APBD;
Penetapan APBD; Pelaksanaan APBD; Perubahan APBD; Pengelolaan Kas; Penatausahaan
Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Kerugian Daerah; Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2015;

Ditetapkan di Sorong pada Tanggal 18 Desember 2015;

Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No. 2 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

Penjelasan 9 him.



